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ABSTRAK : - Penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan 

fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar 

menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. Penyelenggaraan bangunan gedung 

harus berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Penyelenggaraan bangunan 

gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya. 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Bangunan Gedung. 

 

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 

Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2012; PP 

No. 36 Tahun 2005; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perdakab Bulungan No. 1 Tahun 2004; 

Perdakab Bulungan No. 1 Tahun 2008; Perdakab Bulungan No. 2 Tahun 2008. 

 

- Dengan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulungan dan Bupati 
Bulungan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bangunan Gedung dengan sistematika 
sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung. 
Persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pengaturan 
Bangunan Gedung. Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pengawasan 
Bangunan Gedung. Sanksi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana. Ketentuan Peralihan, 
Ketentuan Penutup. 

CATATAN :  -  Pemberlakuan IMB dan SLF untuk bangunan hunian sederhana diatur lebih lanjut dalam 
peraturan Bupati. 

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. 
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2014. 


